
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR   6   TAHUN 2017 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 

2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran 

SALINAN 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

 

 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor  61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

  5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4899); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 

tentang Tata Cata Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5258); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5357); 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

  14. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 1 Tahun 2013) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016 Nomor 4); 

  15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang  

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Publik (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2014 Nomor 6). 

    

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 
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  Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut : 

   

  1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni 

angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 1 

    

   Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

   1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

   2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 

   3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

   4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

   5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 

   6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

   7. Penyelenggara pelayanan publik yang 

selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap 

institusi penyelenggara pemerintahan daerah, 

korporasi, serta lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan 

badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik. 
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   8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya 

disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, 

petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 

organisasi penyelenggara yang bertugas 

melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik. 

   9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga 

Negara maupun penduduk sebagai orang 

perseorangan, kelompok, maupun badan 

hukum yang berkedudukan sebagai penerima 

manfaat pelayanan publik, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

   10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

   11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis 

yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan 

janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 

   12. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu 

kesatuan pengelolaan dalam pemberian 

pelayanan yang dilaksanakan dalam satu 

tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian 

manajemen guna mempermudah, mempercepat, 

dan mengurangi biaya. 

   13. Ombudsman adalah lembaga Negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 

oleh badan usaha milik Negara, badan usaha 

milik daerah, dan badan hukum milik Negara 

serta badan swasta, maupun perseorangan yang 

diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja Negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

     

 

 

 



 

 
 

6 

  2. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 

(3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

     

   Pasal 17 

    

   (1) Dalam melaksanakan pelayanan publik, 

penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem 

pelayanan terpadu. 

   (2) Sistem pelayanan terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan 

tujuan : 

    a. memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum kepada masyarakat; 

    b. mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat; 

    c. memperpendek proses pelayanan; 

    d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, 

mudah, murah, transparan, pasti dan 

terjangkau; dan 

    e. memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan. 

   (3) Pelaksanaan pelayanan terpadu dilaksanakan 

dengan prinsip : 

    a. ekonomis; 

    b. berkualitas; 

    c. sederhana; 

    d. mudah diakses; 

    e. murah; 

    f. terkoordinasi; 

    g. keterpaduan; 

    h. pendelegasian atau pelimpahan wewenang; 

dan 

    i. akuntabilitas. 

   

  3. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah dan ditambah 1 

(satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 27 

berbunyi sebagai berikut : 

    

  Pasal 27 

   

   (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui : 

    a. pengawasan oleh atasan langsung; dan 

    b. pengawasan oleh pengawas fungsional 

daerah. 
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   (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui : 

    a. pengawasan oleh masyarakat berupa 

laporan atau pengaduan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

    b. pengawasan oleh DPRD; 

    c. pengawasan oleh Ombudsman. 

      

  Pasal II 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo.     

 

     Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 19 Januari 2017 

     
BUPATI SITUBONDO, 

ttd 

 

 

DADANG WIGIARTO 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 19 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

ttd 

 

 

SYAIFULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR         

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


